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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai
perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online serta mengkaji
bentuk pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan penyebaran data
pribadi debitur. Permasalahan ini muncul karena dalam praktik layanan fintech lending
masih ditemukan tindakan penyebaran data pribadi sebagai bentuk tekanan dalam proses
penagihan, meskipun berbagai pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah
tersedia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
preskriptif melalui penafsiran sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai
konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi.
Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus menempatkan
praktik penyebaran data pribadi oleh debt collector dalam layanan fintech lending sebagai
bentuk tekanan dalam penagihan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban
pidana, baik bagi individu pelaku maupun bagi korporasi penyelenggara layanan keuangan
digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data
pribadi secara normatif telah memiliki dasar yang cukup, namun pengaturannya masih
bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur pengawasan terhadap tindakan
individu debt collector dalam proses penagihan. Selain itu, praktik penyebaran data pribadi
debitur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membuka
kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terhadap pelaku secara
pribadi tetapi juga terhadap korporasi penyelenggara layanan apabila perbuatan tersebut
terjadi dalam lingkup kegiatan usaha. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa
perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online masih menghadapi
tantangan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan
rekomendasi perlunya penyempurnaan norma yang lebih operasional serta penerapan
pertanggungjawaban pidana secara komprehensif oleh aparat penegak hukum guna
menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna
layanan fintech lending.
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Abstract: This study aims to analyze legal regulations regarding personal data protection in
online loan collection practices and examine the forms of criminal liability of debt collectors
who disseminate debtors' personal data. This problem arises because in fintech lending
services, personal data dissemination is still found as a form of pressure in the collection
process, despite various regulations regarding personal data protection being in place. This
study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The
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legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are
analyzed prescriptively through systematic interpretation to gain an understanding of the
construction of criminal liability in cases of personal data misuse. The innovation of this study
lies in the analysis that specifically positions the practice of personal data dissemination by
debt collectors in fintech lending services as a form of pressure in collection that has the
potential to give rise to criminal liability, both for individual perpetrators and for
corporations providing digital financial services. The results of this study indicate that
regulations regarding personal data protection are normatively well-founded, but these
regulations are still general in nature and do not specifically regulate the supervision of
individual debt collectors' actions in the collection process. Furthermore, the practice of
disseminating debtors' personal data can be classified as an unlawful act, opening up the
possibility of criminal liability, not only for the individual perpetrator but also for the service
provider corporation if the act occurs within the scope of its business activities. The conclusion
of this study indicates that personal data protection in online loan collection practices still
faces challenges in terms of implementation and law enforcement. This study recommends
the need for more operational improvements to norms and the comprehensive
implementation of criminal liability by law enforcement officials to ensure the protection of
rights and legal certainty for the public as users of fintech lending services.

Keywords: Criminal Liability; Fintech Lending; Personal Data.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam sektor
keuangan, salah satunya melalui kehadiran layanan financial technology (fintech) yang
menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Salah satu bentuk layanan
yang berkembang pesat adalah fintech lending atau pinjaman daring yang memungkinkan
proses peminjaman dilakukan secara cepat, praktis, dan tanpa prosedur yang rumit
sebagaimana lembaga keuangan konvensional.[1] Di Indonesia, pertumbuhan layanan ini
semakin meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses
pembiayaan yang mudah dan cepat. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut
muncul berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan praktik penagihan
utang oleh pihak ketiga atau debt collector yang sering kali dilakukan dengan cara-cara

yang melanggar hukum dan merugikan debitur.[2]

Salah satu permasalahan yang banyak mendapat perhatian adalah praktik penyebaran
data pribadi debitur sebagai bentuk tekanan dalam proses penagihan. Dalam sejumlah

kasus, debt collector pada layanan fintech lending menyebarkan informasi pribadi debitur
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kepada pihak lain, seperti keluarga, teman, atau bahkan kontak yang terdapat dalam
perangkat telepon debitur. Tindakan tersebut sering kali disertai dengan ancaman atau
intimidasi yang menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, serta kerugian bagi debitur.
Praktik semacam ini pada hakikatnya tidak hanya melanggar etika penagihan, tetapi juga
berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta

ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi pribadi.[3]

Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi telah diakui sebagai bagian dari hak
atas perlindungan diri yang dijamin oleh konstitusi dan diperkuat melalui berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut
mencakup ketentuan mengenai pemrosesan data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem
elektronik untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, serta larangan penggunaan dan

penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.[4]

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya menyoroti perlindungan hukum terhadap data
pribadi pengguna layanan keuangan digital atau mengkaji tanggung jawab penyelenggara

fintech lending dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen.[5]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:
(1) bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan data pribadi terkait penagihan
pinjaman online pada layanan fintech Ilending; serta (2) bagaimana bentuk
pertanggungjawaban pidana debt collector pada layanan fintech lending yang melakukan
penyebaran data pribadi debitur dalam proses penagihan pinjaman online. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyebaran data pribadi debitur
dalam proses penagihan pinjaman online serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban
pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kajian hukum pidana di bidang perlindungan data pribadi serta
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi

masyarakat sebagai pengguna layanan fintech lending.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum
sebagai seperangkat norma atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Fokus
penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan
perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online serta
pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan penyebaran data pribadi
debitur. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terkait dengan Penagihan

Pinjaman Online pada Layanan Fintech Lending

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah membawa
perubahan signifikan dalam sistem layanan keuangan, khususnya dalam praktik pinjam
meminjam berbasis teknologi informasi. Salah satu layanan yang berkembang pesat
adalah fintech lending, yaitu layanan pendanaan berbasis teknologi yang
mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik.[7]
Namun, perkembangan ini juga melahirkan persoalan hukum baru, terutama terkait
dengan perlindungan data pribadi debitur dalam proses penagihan pinjaman online.
Dalam banyak kasus, praktik penagihan dilakukan dengan cara menyebarkan data
pribadi debitur kepada pihak lain, seperti keluarga, rekan kerja, atau kontak yang
terdapat dalam telepon seluler debitur. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan
mengenai sejauh mana hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap data

pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online.[8]

Secara konseptual, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan
hak atas privasi (right to privacy) yang termasuk dalam ranah hak asasi manusia. Dalam
perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin

perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara, baik melalui mekanisme
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pencegahan (preventive protection) maupun melalui penindakan ketika pelanggaran
terjadi (repressive protection). Data pribadi dalam hal ini dipandang sebagai
rechtsbelang atau kepentingan hukum yang harus dijaga karena berkaitan langsung
dengan identitas, martabat, serta keamanan individu. Oleh karena itu, setiap bentuk
penyalahgunaan data pribadi, termasuk dalam praktik penagihan pinjaman online,

pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum tersebut.[9]

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak
hanya terdapat dalam satu peraturan, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen
hukum yang saling berkaitan. Struktur pengaturan tersebut dapat dilihat mulai dari
tingkat konstitusi hingga peraturan sektoral yang secara khusus mengatur

penyelenggaraan layanan fintech lending.
a. Landasan Konstitusional (UUD 1945)

Secara konstitusional, perlindungan terhadap data pribadi berakar pada prinsip
negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menegaskan
bahwa segala bentuk tindakan yang menyangkut hak warga negara harus
didasarkan pada hukum serta menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan
bahwa setiap individu memperoleh perlindungan atas hak-hak fundamentalnya,

termasuk hak atas perlindungan diri pribadi.[10]

Jaminan konstitusional terhadap perlindungan privasi dapat ditemukan dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari
ancaman ketakutan. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa informasi
yang berkaitan dengan identitas seseorang merupakan bagian dari ranah pribadi
yang tidak dapat diakses atau disebarluaskan secara sewenang-wenang oleh pihak
lain. Dengan demikian, data pribadi sebagai representasi identitas seseorang

termasuk dalam lingkup perlindungan konstitusional tersebut.[11]



Jurnal Legal Dialogica
Volume | Issue 2 Tahun 2026

Jika ditinjau dari perspektif teori privasi, gagasan ini sejalan dengan konsep the
right to be let alone yang dikemukakan oleh Warren dan Brandeis. Konsep tersebut
menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan batasan atas
akses pihak lain terhadap kehidupan pribadinya. Dalam konteks perkembangan
teknologi informasi, konsep ini berkembang menjadi information privacy, yaitu hak

individu untuk mengendalikan informasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri.[12]

Dengan demikian, dalam konteks penagihan pinjaman online, perlindungan
terhadap data pribadi debitur tidak hanya merupakan persoalan administratif
dalam pengelolaan data, melainkan merupakan bagian dari pemenuhan hak
konstitusional warga negara. Apabila data pribadi debitur disebarkan tanpa
persetujuan yang sah, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan biasa, tetapi juga berpotensi melanggar jaminan

konstitusional atas perlindungan diri pribadi.
b.  Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang secara komprehensif
mengatur mengenai pengelolaan, pemrosesan, dan perlindungan data pribadi

dalam berbagai sektor.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap
data mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. UU ini juga
membedakan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat
umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa
hukum Indonesia mengakui data pribadi sebagai objek perlindungan hukum yang

memiliki nilai penting dalam menjaga hak privasi individu.[13]

Salah satu prinsip penting dalam UU PDP adalah prinsip pemrosesan data yang sah

(lawful processing). Pasal 20 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa pemrosesan data
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pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Persetujuan
tersebut harus diberikan secara jelas, eksplisit, dan didasarkan pada informasi yang
memadai mengenai tujuan penggunaan data. Dengan demikian, setiap penggunaan

data pribadi harus sesuai dengan tujuan awal pengumpulan data tersebut.[14]

Ketentuan ini memiliki implikasi penting dalam praktik penagihan pinjaman online.
Data pribadi yang diberikan oleh debitur pada saat proses pendaftaran pinjaman
pada dasarnya digunakan untuk keperluan verifikasi identitas, analisis kelayakan
kredit, serta administrasi layanan keuangan. Data tersebut tidak dapat digunakan

di luar tujuan tersebut tanpa adanya persetujuan tambahan dari pemilik data.[15]

Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (2) UU PDP melarang setiap orang untuk secara melawan
hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan ini diperkuat
dengan Pasal 67 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mengungkapkan atau menggunakan data pribadi milik orang
lain. Ancaman pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama empat sampai

lima tahun serta denda dalam jumlah miliaran rupiah.[16]
c.  Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain diatur dalam UU PDP, perlindungan data pribadi juga memiliki dasar hukum
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini
pada dasarnya mengatur penggunaan teknologi informasi serta memberikan
kerangka hukum bagi aktivitas elektronik agar tetap berada dalam koridor

hukum.[18]

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi yang
berkaitan dengan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan
atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak
atas data pribadi tetap melekat pada pemilik data, sehingga setiap penggunaan data

harus mendapatkan persetujuan dari pemiliknya.[19]

Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik penagihan

pinjaman online. Dalam banyak kasus, debt collector memanfaatkan sistem
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elektronik seperti pesan singkat, aplikasi perpesanan, atau media sosial untuk
menyebarkan informasi mengenai utang debitur kepada pihak lain. Tindakan
tersebut pada dasarnya merupakan penggunaan informasi elektronik yang

menyangkut data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data.

Apabila penggunaan data tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik data, maka
pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam UU ITE. Dengan demikian, UU ITE memberikan mekanisme
perlindungan tambahan terhadap data pribadi dalam ranah digital, khususnya

dalam aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik.[18]
d. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023)

Selain pengaturan yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan data pribadi,
hukum pidana umum juga dapat digunakan untuk menilai praktik penagihan
pinjaman online yang dilakukan dengan cara intimidasi atau ancaman. Salah satu
ketentuan yang relevan adalah Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

mengatur mengenai tindak pidana pemerasan.[20]

Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
menyerahkan sesuatu. Dalam praktik penagihan pinjaman online, penyebaran data
pribadi sering kali digunakan sebagai alat tekanan untuk memaksa debitur agar

segera membayar utangnya.

Apabila penyebaran data pribadi tersebut disertai ancaman, misalnya ancaman
akan mempermalukan debitur di hadapan publik atau menyebarkan informasi
kepada seluruh kontaknya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai
bentuk pemaksaan. Dalam kondisi seperti itu, perbuatan debt collector tidak hanya
melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, tetapi juga dapat memenuhi unsur

tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP.

e. Pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
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Pengaturan yang lebih teknis mengenai penyelenggaraan layanan fintech lending
diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata kelola
penyelenggaraan layanan pinjaman online, termasuk dalam hal mekanisme

penagihan kepada penerima dana.[21]

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan
penagihan secara etis serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Penagihan pada prinsipnya harus dilakukan secara proporsional,
tidak menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun tindakan yang melanggar norma

hukum maupun norma kesusilaan.[22]

POJK juga mengatur bahwa penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga
dalam melakukan penagihan, termasuk dengan perusahaan penagihan atau debt
collector. Namun kerja sama tersebut harus dilakukan melalui perjanjian tertulis
serta tetap berada di bawah tanggung jawab penyelenggara layanan fintech. Artinya,
penyelenggara tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga

yang melakukan penagihan atas nama mereka.[23]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik penagihan
menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan konsumen dalam sektor jasa
keuangan. Apabila penagihan dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi
debitur, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan perlindungan data
pribadi, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan tata kelola yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan.[24]
f.  Analisis Hierarki Pengaturan

Jika ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, perlindungan
terhadap data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online sebenarnya telah
diatur dalam berbagai tingkat regulasi. Pada tingkat tertinggi, UUD 1945

memberikan jaminan konstitusional terhadap perlindungan diri pribadi. Pada
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tingkat undang-undang, perlindungan tersebut diperkuat melalui UU Perlindungan
Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, KUHP
memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan yang mengandung unsur

pemaksaan atau ancaman dalam proses penagihan.[25]

Di sisi lain, peraturan sektoral seperti POJK memberikan pengaturan teknis
mengenai tata kelola penyelenggaraan layanan fintech lending, termasuk kewajiban
penyelenggara untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara etis

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[26]

Secara normatif, struktur pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum
Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup komprehensif
terhadap data pribadi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat
kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan realitas
pelaksanaan di lapangan (das sein). Kesenjangan tersebut terutama terlihat dalam
pengawasan terhadap praktik penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga,
khususnya debt collector.[27]

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia,
efektivitas perlindungan data pribadi masih sangat bergantung pada mekanisme
pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan
regulasi dan pengawasan terhadap praktik penagihan menjadi faktor penting dalam
memastikan bahwa hak atas perlindungan data pribadi benar-benar dapat terjamin

dalam era ekonomi digital.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector pada Layanan Fintech Lending
yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Debitur dalam Proses Penagihan

Pinjaman Online

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum
pidana yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa yang dapat dimintai
tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks praktik

penagihan pinjaman online pada layanan fintech lending, persoalan
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pertanggungjawaban pidana menjadi penting ketika proses penagihan dilakukan
dengan cara menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan
yang sah. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar prinsip perlindungan data pribadi,
tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

berbagai peraturan perundang-undangan.[23]

Dalam hukum pidana modern, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (actus reus) dan disertai dengan
adanya unsur kesalahan (mens rea). Kedua unsur ini menjadi dasar utama untuk
menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas
perbuatannya. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana debt
collector dalam praktik penagihan pinjaman online perlu dilakukan dengan mengkaji
unsur-unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban individu, kemungkinan
pertanggungjawaban korporasi, serta kualifikasi tindak pidana yang dapat

dikenakan.[28]
a. Analisis Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan apakah tindakan penyebaran data pribadi debitur oleh debt
collector dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terlebih dahulu perlu
dianalisis unsur-unsur yang membentuk suatu perbuatan pidana. Dalam doktrin
hukum pidana, unsur tindak pidana umumnya terdiri atas unsur objektif dan unsur
subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku
(actus reus), sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau

kesalahan pelaku (mens rea).[29]

Unsur actus reus dalam kasus penyebaran data pribadi dapat dilihat dari adanya
tindakan aktif berupa pengungkapan, penggunaan, atau penyebaran data pribadi
debitur kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktik penagihan
pinjaman online, bentuk perbuatan ini dapat berupa pengiriman pesan kepada
seluruh kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur, penyebaran informasi

mengenai utang debitur kepada keluarga atau rekan kerja, maupun penyebaran
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identitas debitur melalui media sosial atau aplikasi perpesanan. Tindakan tersebut
merupakan bentuk penggunaan data pribadi yang melampaui tujuan awal

pengumpulan data.

Sementara itu, unsur mens rea pada umumnya dapat ditemukan dalam bentuk
kesengajaan (dolus). Penyebaran data pribadi dalam praktik penagihan tidak
dilakukan secara kebetulan atau karena kelalaian semata, melainkan dilakukan
secara sadar sebagai strategi untuk memberikan tekanan sosial kepada debitur agar
segera melunasi utangnya. Dengan demikian, terdapat kehendak dan kesadaran
dari pelaku bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap reputasi

dan kehidupan pribadi debitur.[30]

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, unsur-unsur tindak pidana yang harus
dipenuhi meliputi unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, “tanpa hak atau melawan
hukum”, serta “mengungkapkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain”.
Dalam konteks ini, debt collector dapat dikategorikan sebagai “setiap orang” karena
merupakan subjek hukum yang melakukan tindakan secara langsung. Unsur
kesengajaan terpenuhi apabila penyebaran data dilakukan secara sadar sebagai
bagian dari metode penagihan. Unsur melawan hukum terpenuhi karena
persetujuan awal yang diberikan debitur pada saat pendaftaran pinjaman tidak
mencakup persetujuan untuk menyebarkan data kepada pihak ketiga. Dengan

demikian, penyebaran data pribadi dalam proses penagihan dapat memenuhi unsur

tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi.[23]
b.  Pertanggungjawaban Pidana Individu

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana pada
prinsipnya bersifat personal. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana atas
perbuatannya sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan
melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh

karena itu, debt collector sebagai pelaku langsung dalam proses penagihan dapat
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dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyebaran data

pribadi debitur secara melawan hukum.[31]

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana individu, terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum,
adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, serta adanya unsur
kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dalam praktik
penagihan pinjaman online, tindakan menyebarkan data pribadi debitur kepada
pihak lain pada umumnya dilakukan secara sadar dan sengaja sebagai bagian dari
strategi penagihan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan dalam bentuk

kesengajaan (dolus) dapat terpenuhi.[32]

Meskipun debt collector bertindak atas dasar kuasa dari penyelenggara layanan
fintech lending, hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab
pidananya. Dalam hukum pidana dikenal asas bahwa setiap orang bertanggung
jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberian kuasa dari perusahaan tidak
dapat dijadikan alasan pembenar apabila tindakan yang dilakukan bertentangan
dengan hukum. Dengan demikian, apabila debt collector melakukan penyebaran
data pribadi debitur secara melawan hukum, maka ia tetap dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku langsung.[25]

Selain berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, perbuatan tersebut juga dapat
dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan data pribadi
melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan.
Apabila data pribadi disebarkan melalui media elektronik tanpa persetujuan, maka
tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Bahkan
dalam kondisi tertentu, apabila penyebaran data tersebut disertai ancaman atau
intimidasi untuk memaksa debitur melakukan pembayaran, maka perbuatan
tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana

diatur dalam Pasal 482 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).[33]
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C.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Selain pertanggungjawaban pidana individu, perkembangan hukum pidana modern
juga mengenal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal
liability). Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa korporasi sebagai entitas
hukum dapat memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan yang melanggar
hukum, sehingga dalam kondisi tertentu korporasi juga dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana.[34]

Dalam konteks layanan fintech lending, penyelenggara layanan pinjaman online
merupakan korporasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola data pribadi
debitur. Ketika penyelenggara bekerja sama dengan pihak ketiga seperti debt
collector untuk melakukan penagihan, maka penyelenggara tetap memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.[35]

Ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara juga tercermin dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang
menegaskan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan
data yang dilakukan, termasuk apabila pemrosesan tersebut dilakukan melalui
kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, apabila terjadi penyalahgunaan
data pribadi oleh debt collector yang bertindak atas nama penyelenggara, maka
penyelenggara tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab

hukum.[36]

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, suatu korporasi dapat
dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup
pekerjaan, untuk kepentingan korporasi, atau terjadi karena kelalaian korporasi
dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang
bertindak atas nama korporasi. Oleh karena itu, apabila praktik penyebaran data
pribadi debitur dilakukan sebagai bagian dari strategi penagihan yang

menguntungkan perusahaan, maka terdapat dasar normatif untuk menarik
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pertanggungjawaban pidana kepada korporasi penyelenggara layanan fintech

lending.[23]
d. Kualifikasi Tindak Pidana

Berdasarkan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, tindakan
penyebaran data pribadi debitur oleh debt collector dalam proses penagihan
pinjaman online dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana.
Pertama, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 67
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, apabila penyebaran data
dilakukan melalui media elektronik tanpa persetujuan dari pemilik data, maka
perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan dalam
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, apabila penyebaran
data disertai ancaman atau tekanan untuk memaksa debitur membayar utangnya,
maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).[37]

Dengan demikian, dalam kasus tertentu, satu perbuatan dapat memenuhi unsur
beberapa tindak pidana sekaligus. Kondisi ini dikenal dalam hukum pidana sebagai
kemungkinan penerapan beberapa ketentuan pidana terhadap satu perbuatan yang
sama sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, penegakan hukum
terhadap praktik penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online perlu
dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan

hukum yang relevan.[5]

Secara keseluruhan, analisis tersebut menunjukkan bahwa praktik penyebaran data
pribadi debitur oleh debt collector dalam layanan fintech lending bukan sekadar
persoalan pelanggaran etika penagihan, melainkan telah memasuki ranah tindak
pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tersebut

menjadi penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak atas privasi serta
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menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan keuangan berbasis

teknologi.[38]

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai
perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online pada layanan fintech
lending di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup
komprehensif. Perlindungan tersebut berakar pada jaminan konstitusional dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang
atas perlindungan diri pribadi, kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, serta pengaturan teknis melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur
tata kelola penyelenggaraan layanan fintech lending. Secara normatif, keseluruhan
perangkat hukum tersebut telah memberikan dasar yang jelas bahwa penggunaan dan
pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas pada tujuan tertentu, serta
tidak boleh disebarkan tanpa persetujuan pemilik data. Namun demikian, dalam
praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan
pelaksanaan di lapangan, terutama dalam praktik penagihan yang melibatkan pihak ketiga
seperti debt collector. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tindakan penyebaran
data pribadi debitur dalam proses penagihan dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila
dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga pelaku sebagai individu dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Selain itu, penyelenggara layanan fintech
lending sebagai korporasi juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung
jawab hukum apabila penyalahgunaan data pribadi terjadi dalam lingkup kegiatan usaha
atau akibat kurangnya pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan penagihan atas
nama perusahaan. Dengan demikian, praktik penyebaran data pribadi dalam penagihan
pinjaman online tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap etika penagihan, tetapi juga
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi

menimbulkan konsekuensi pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan
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serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan terhadap data pribadi benar-

benar dapat terjamin dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.
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